
....----·-----. ··- --- -·····-- 

ri 
.,i 

I  
I  

• 

,1 
iii 

PERA TU RAN DAER 
NOMOR 1 

. MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
SALINAN FOTO COPY TEL�H DIPERIKSA KEBEW,HANNYA 

. D.A,NJESl,Jj\l I;iF.tyGi{l ASLlf'W\ C'\ . 
TANGGAL: tr, Olu"O� � l r-  

JABATAN . 1,EP/1.1> SACIAN HUKUM DAN 
�ER��S!'J Ll�GANGAN 

BUPATEN MINAHASA · 

l 
.  

.  

l 

1 

• 

I 

- 
I 

I 
I 

11 
• 

Menimbang 

Mengingat 

BUPA I MINAHASA, 

a. bahwa dengan berlak ya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
. Pajak Daerah dan R t ibusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Minahasa yang meng t r tentang Pajak Daerah perlu dlsesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan rtimbangan- sebaqalmana dimaksud huruf a, perlu 
menetapkan Peratura aerah .Kabupaten Minahasa tentang Pajak Daerah 
Kabupaten Minahasa. · 

1 .  Undang-Undang No r 29 Tahun · 1 9 5 9  tentang Pembentukan Oaerah 
Tingkat II di Sulawes Lernbaran Negara· Republik Indonesia Tahun 1 9 5 9  
Nomor 74, Tambaha embaran Negara Republik.lndones_ia Nornor 1 8 2 2 ) ; ·  ·  

2. Undang-Undang No r 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (Lem ran Negara· Republik Indonesia Tahun 1 9 8 1  Nomor 
.76, Tambahan Lernb r n Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang No' r 17  Tahun 19.97 tentang Sadan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Le b ran Negara Republik Indonesia Tahun t997 Nomor 
40, Tambahan-Lemb r n Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

4. · Undang-Undang No r 19  Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan · 
Surat Paksa (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah d u  ah dengan Unda�g-Undang Nomor 1 9  Tahun 2000 
(Lembaran Negara e ublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara R p blik Indonesia Nomor 3987); . 

5. Undang-Undang N or 14 "tahurl' 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara publik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27; Tambahan · 
Lembaran Negara R ublik Indonesia Nemer 4189); 

6. Undang-Undang N r or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara publik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara R ublik Indonesia Nemer 4286); 

7. Undang-Undang No r 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

. Lembaran Negara R ublik Indonesia Nomor 4355); 
8. Undang-Undang No or 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undang n (Lembamn N�gara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambah n tembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4389);.p;_ . .  
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9  . .  Undang-Undang Norn r 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440 }; 10. Undang".'Undang No o 32 Tehun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R p blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R blik l�donesia Nomor 4437} sebagaimana telah diubah beberapa kali t rakhir denqan Undang-Undang Nomor 10 Tahun . 2008 tentang Peruba n Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun · · 2004 tentang Pemerin� han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2008 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844}; . . · 

1 1  . . Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah P at dan Pemenntehan Daerah (Lembaran Negara 

. Republik Indonesia T un 2004 Nomor 126 ,  Tambahan lembaran Negara 
· Nomor 4438}; · 12. Undang-Undang Norn 28 Tahun 40.09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran N ara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran gara Republik Indonesia Nomor 5049); 

. 13 . Peraiuran Pemerinta omor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang:.Undang Hu m Acara Pidana .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 Nomor 36., · Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 8 ; 14 . Peraturan Pemerint h Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sida g Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1986 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3339); .. 15. Peraturan Pemerinta omor 135.Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan 
Dalam Rangka Pena i an Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

. Republik Indonesia T un 2000 Namer 247, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republk Indonesia N or 4049); . 16 .  Peraturan Pemerinta omor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan 
Barang Sitaan yang ikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan P j k dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 405 ; 17. Peraturan Pemerint h Nomor 58· Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 · Nomor 140, Tamba n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerinta omor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsl dan 
Peme.rintahan Daer KabupaterrKota . (Lembaran N�gara Republik 
Indonesia Tahun 200 omor 82); . · 19 ;  Peraturan Pemerinta omor 6.9 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan In e tit Pemungut�n Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara r ublic Indonesia Tabun 2010 Nomor 1 19 ,  Tambshan 
Lembaran Negara R p blik Indonesia Nomor 5161 ) ;  

20. Peraturan Menteri ·D I m Negeri. Nomor f5 Tahun 2006 tentang Jenis dan 
Bentuk Prociuk Huku Daerah; 

21 .  Peraturan Menteri D I m Negeri No·mor 16  Tahun edur 
Penyusunan Produk ukum a · �AHUI ; .MENGESAHKAN NAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA SALi � !�INYA JloUl- TANGGAL. , BAGIAN HUKUM DAN JABATAN �i:i�OANG. UNOANGAN . 1· 
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DAERAH KABUPATEN MINAHASA 
dan 

I MINAHASA 

DEWAN PERWAKLAN RAK 

22. Peraturan Daerah bupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah n Wajib dan · Pilihan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daer h (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 
2008 Nomor 2); . . . . .. . 

23. Peraturan Daerah. a upaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tat erja Dlnas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Minahasa Tahun 200 omor 9). · 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN· MINAHASA TENTANG PAJAK 
DAERAH KABUPATEN I AHASA 
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Dalam Peraturan Daerah in!, yang dimaksu 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Minahasa. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerlntah K bupaten Minahasa. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahas . . 
4. Pejabat adalah Kepala Satuan Kerja e angkat Daerah · yang diberi tugas tertentu dibidang 

perpajakan daerah sesuai dengan peru ang-undangan. 
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Perat r n Bupati 'Minahasa. 
6. Pajak Daerah yang selanjutnya diseb t Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau bada ang bersifat. memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
denqan tidak mendapatkan imbalan s c ra langsung dan digunakari untuk keperiuan Da'erah · 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran ra at. 

7. Sadan adalah sekumpulan orang da atau modal yang· merupakan kesatuan,. baik yang 
melakukan usaha maupun yang tida elakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lain a, badan usaha milik negara (BUMN) ,  atau badan · 
usaha milik daerah (BUMD) dengan n a dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpul , yayasan, orqanlsasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan b tuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. · · 

8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayan n yang disediakan oleh hotel. 
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa · e ginapan/peristir.ahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang me c kup juga · motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 
pariwisata, pesanggrahan, rumah pe inapan dan sejenlsnya, serta rumah kos dengan 
jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh . · 

10 . Pajak Restoran adalah pajak atas pela nan yang disediakan oleh restoran. 
1 1 .  Restoran adalah fasilitas penyedia m anan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, 

yang mencakup juga rumah makan, k etaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk 
jasa bogalkatering. . 

12. Pajak Hiburan adalah pajak atas peny I nggaraan hiburan. 
1 3 .  Hiburan adalah semua jenis tonton n pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang 

dinikmati dengan dipungut bayaran. • · 
14 . Pajak Reklame adalah pajak atas peny I nggaraan reklame�. _ 
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15. Reklame adalah benda, alat, perbuata • atau media · yang bentuk dan corak ragamnya 
dirancang untuk tujuan ko.mersial mem e kenanlkan, menganjurkan, mempromosikan, atau 
untuk menarik perhatian umum terhadap arang, [asa, orang atau badan, yang dapat dilihat, 
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau din k ati oleh umum, . 

16 .  Pajak Penerangan Jalan adalah pajak t s penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 
sendiri maupun dari sumber lain. . 

17. Pajak Miner�I Bukan Logam dan Batua adalah palak atas kegiatan pengambilan mineral 
bukan logam dan batuan, baik dari su er alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk 
dimanfaatkan. . 

18 .  Mineral Bukan Logam dan Batuan ada a mineral bukan · 1ogam dan batuan sebagaimana 
dimaksud di dalam peraturan perundanq- dangan di bidang mmeral dan batubara. 

19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelen araan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan ·dengan pokok us h maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipart k daraan bermotor. 

20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak su t kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas penga bilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 
22. Air Tanah adalah air yang terdapat da a lapisan tanah atau batuan dibaWah . permukaan 

tanah . 
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah paj k atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan 

sarang burung walet. 
24. Burung Walet adalah satwa yang terin s k marga collocalia, yaitu cal/ocalia fuchliap haga, 

col/ocalia maxina, collocalia esculanta d collocalia linchi. 
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau a an yang dapat dikenakan Pajak. 
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau a an, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak d n kewajiban perpalaken sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpaja a daerah. · · . 

27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (sat bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur 
dengan Peraturan Kepala Daerah paling I ma 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi 
Wajib.Pajak untuk menghitung, menyeto 

I 
an melaporkanpaiak yang terutang. 

28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang I manya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib 
Pajak menggunakan tahun buku yang 1id sama dengan tahun kalender. 

29. Pajak yang terutang adalah pajak yang arus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, 
dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagi n Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. . 

30. Pemungutan adalah suatu rangkaian e iatan mulai dari penghimpunan data obyek dan 
· subyek pajak , penentuan besamya paJa yang terutang sampai kegiatan penag.ihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan yetorannya. . 

31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, y n selanjutnya dlslnqkat SPTPD, adalah surat yang 
oleh Wajib Pajak digunakan untuk me a orkan · penghitungan dan/atau pembayaran pajak, 
obyek pajak dan/atau bukan obyek . p j k, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undang n perpajakan daerah. · 

32. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, y n selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang 
digunakan clef Wajib Pajak untuk m I porkan data subyek dan obyek Pajak Bum i ,  dan . 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan. ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 

33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selan u nya dising�at SSPD, adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan engan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui t pat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanj t ya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah poko ajak yang terutang. 

35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, ng selanjutnya · disingkat SPPT, adalah surat yang 
digunakan untuk rnemberltahukan be a nya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang terutang kepada WaJ'ib a ak.�e· � ---- - --· · · ·-- -- - - - · ---"-------·--, 
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AB II 
DAE RAH 

Jenis Pajak Daerah terdiri atas : 
a. Pajak Hotel; · 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan;� . •  

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang . yar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,. adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan esarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok p j k, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak 
yang masih harus dibayar. . · · 

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kura g Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak y ng menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
t�lah ditetapkan. · 

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, ng selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumla pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit 
pajak ·atau pajak tidak terutang dan tidak a kredit pajak. . 

39. 'suret Ketetapan Pajak Daerah Lebih Ba a ,  yang selanjutnya disingkat SKPDLB , adalah surat 
ketetepan pajak yang menentukan juml h kelebihan pembayaran pajak karena jum lah kredit 

. pajak lebih besar daripada pajak yang ter t ng atau seharusnya tidak terutang . 
40. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanju nya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 

tagihan pajak dan/atau sanksi administrat f erupa bunga dan/atau denda. 
41 .  Surat Keputusan Pembetulan adalah s r t keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 

kesalahan hitung,' dan/atau kekeliruan d I m penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan .daera yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah urat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,Surat 
Ketetapan Pajak Oaerah Lebih Bayar Surat Tagihan ·Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Kebe a an. · . 

42. Surat Keputusan Keberatan adalah rat keputusan · · atas keberatan terhadap Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ke apan'Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Da,era,� . 

. Kurang Bayar, surat Ketetapan Pajak erah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
. Pajak Daerah Nihil,Surat Ketetapan Paj Daerah Lebih Bayar, · atau terhadap pemotongan 

atau pemungutan oleh pihak ketiga yang i jukan oleh Wajib Pajak. 
43. Putusan Banding adalah .putusan ba a peradilan palak atas banding terhadap Surat 

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh ajib Pajak. · · 
44. Pembukuan · adalah suatu proses p catatan y·ang. dilakukan secara teratur untuk 

mengumpulkan data dan informasi k angan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah har perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporan keu gan berupa neraca 'dan laporan laba rugi untuk 
periode Tahun Pajak tersebut. · 

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegi t n menghimpun dan . mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secar byektif den profeslonel berdasarkan suatu standar 

. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan p menuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melak nakan ketentuan peraturan perundang-undangan . 
perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

46. Penyidikan tindak pidana di bidang p r ajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik u t k mencari serta menqumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu rnernbuat terang tindak pidana i idang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi 
serta menemukan tersangkanya. 
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f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet. 
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Ba i n Kesatu 

Nama, Objek, bjek dan Wajib Pajak 

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut Paja tas setlap pelayanan di Hotel. 
(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan ng disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, 

termasuk jasa .penunjang sebaqel kelen k pan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan 
dan kenyamanan termasuk fasilitas olahr ga dan hiburan. 

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksu pada ayat (1} adslah fasilitas telepon, faksimile, 
teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuc , seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya 
yang disediakan atau dikelola Hotel. · 

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebaga ana dimaksud pada ayat (1) adslah : 
a. jasa tempat ·tinggal asrama yang i elenggarakan 'oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Dae rah; 
b. jasa sewa apartemen, kondominium, n sejerusnya : 

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidik n atau kegiatan keaqamaan; 
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, a ma perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti 

sosial lainnya yang sejenis; dan 
e. [asa biro perjalanan atau perjalanan isata yang diselenpqarakan oleh Hotel yang dapat 

dimanfaatkan oleh umum; 
(5) Subjek Pajak Hotel adalah orang priba i tau Sadan yang .melakukan pembayaran kepada 

Hotel. 
(6) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi a a Sadan yang menqusahakan Hotel. 

Ba an Kedua 

Dasar Pengenaan dan Tari ajak serta Wilayah Pemunqutan 

(1)  Dasar pengenaan Pajak Hotel .  adalah j mlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 
kepada Hotel. 

(2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% (sept.ilu persen). 
(3) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutan dihitung denqan cara mengalikan tarif sebaqaimana 

diinaksud pada ayat (2) dengan dasar p genaan paieksebaqalmana dimaksud pada ayat ( 1 )  
Pasal ini. · 

(4) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wil ah daerah tempat Hotel berlokasl. 

PAJ 

Ba , n Kesatu · . 

Nama, Objek, S bjek dan Wajib Pajak 

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipunqut jak atas setiap pelayanan di Restoren. C.,'t,e • • •  

6  



- 

• 

• 

(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan y g disedlakan oleh .Restoran . 
(3) P.elayanan yang disediakan Restoran seb g imana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan 

penjualan makan dan/atau minuman yang ikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat 
pelayanan maupun ditempat lain. · 

(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran apa i a omset atau pendapatan restoran kurang dari Rp 
500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per b I n. . 

(5) Subjek Pajak Restoran adalah orang pri di atau Sadan yang membeli makanan dan/atau 
· minuman dari Restoran . · . 
(6) Wajib Pajak Restoran adalah orang priba i tau Sadan ya.ng mengusahakah Restoran . 

Ba i n  Kedua 
Dasar Pengenaan dan Tari ajak serta Wilayah Pemungutan 

pernbayaren yang diterima · atau yang 

Ba i n Kesatu . . 
Nama, Objek, bjek dan Wajib Palak 

(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran 
seharusnya diterima Restoran . .  

(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 1 % (sepuluh persen), 
(3) Sesarnya Pajak Restoran yang terutang ihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) denqan' dasar p ngenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Pasal ini. 

(4) Pajak Restoran yang terutang dipungut d ilayah daerah tempat Restoran berlokasi. 

• 

• 
.  � 

• 

' 
t  :  

· 1  
"  i  r- 

• 

• 

' i 

1 
• 

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut P j k atas seflap penyelenggaraan hiburan. 
(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyel ggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. 

(3) �i�����o���a�1��ana dlmaksud pada a a (1 )  adalah: .
0 

MENGE f':\Hll!-/ �V:EtiGESAHKA�,/-, 
b. pagelaran kese nian, musik, tari, dan au busana,· <>ALINAN FOTO COPY TELAH :H'ERll<SA. KEo'cNARANNYA 
C. kontes kecantikan, binaraga, dan Sej isnya; · . TANGGAL: 

0
r«E�t.i¥ftt�l1

�(JL 
JABftJ/\N . KEPALA 8AUAN tiUi-(U,A DAN d. pameran; PERUNDA�!C . u�.JOAN(AN 

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan s j  nisnya; . � 
f. sirkus, akrobat, dan sulap; · · ",:ESJE ro:·isov·�N t:.:H r · is- g. permananbfyar, golf, dan bowling; ' .  ·-�:·�:21·;�c'.:\:,��5 �- 
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, a permainan ketahg -asan; ·· ·-- ·· ·-. --· ------·----- 
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, a pusat kebuqaran (fitness center); dan 
j. pertandingan olahraga. 

(4) Subjek Pajak Hiburan adalah orang. prib i atau Sadan yang menikmati hiburan . 
(5) Wajib Pajak Hiburan adalah orang priba i atau Sadan yang menyelenggarakan hiburan . 

B ian Kedua 
Dasar Pengenaan dan Ta i Pajak serta W.ilayah Pemungutan 

� "  

;  :  (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adal jumlah 'uanp yang diterima atau yang seharusnya 
diterima oleh penyelenggara Hiburan. 

7 



• 

sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) termasuk 
diberikan kepada penerima jasa Hiburan. 
o (dua puluh lima persen). 
usana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab 
dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan 

AB VI 

REKLAME 

Ba an Kesatu 

Nama, · Objek, ubjek dan Wajib Pajak 

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterim 
potongan harga dan tiket cuma-cuma yan 

(3) Tarif Pajak Hibur�n ditetapkan sebesar 2 
(4) Khusus untuk Hiburan berupa pagelara 

malam, permainan ketangkasan, panti pij 
sebesar 50% (lima puluh lima persen). 

(5) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisi al tarif Paja� Hiburan ditetapkan sebesar 10% 
(sepuluh persen), 

(6) Besaran Pokok Pajak Hiburan yang erutang dihiti.mg denqan cara mengalikan tarif 
sebaqarnana dimaksud pada ayat (3) d n an dasar penqenaan pajak sebaqaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini. , . . . 

(7) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di layah daerah tempat Hiburan diselenggarakan. 

!!II 
'fi1 

• 

• '.jj 

• 

l 

• 

, 

.. 

, 

• 

' . . . . .  

'  · '  

- ·------------. 

MENGETAHUJ / MENGESAHKAN 
SALINAN FOrg;oP; TELAH DIPERIKSA KEBENARNJNYA 
TANGGAL• (A �LI�� 
JABATAN K�PALA BAGIAN HUKUM DA•'. 

. · ., RUN DANG iJNOANGAN 

� .  

gian Kedqa 
Casar Pengenaan dan T if Pajak Serta Wilayah Pemungutan 

.  I  

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut P jak atas setiap penyelenggara�n Reklame. 
(2) 'Objek Pajak Reklame adalah semua pe y lenggara Reklame. 
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pa ayat (1) meliptiti: 

a. Reklame papan/billboard/videotron/ gatron dan sejenisnya; 
b. Reklame Kain; 
c. Reklame melekat, stiker; 
d. Reklame seleberan; 
e. Reklame berjalan, termasuk pada k daraan; 
f. Reklame udara; 
g. Reklame apung; 
h. Reklame suara; 
i. Reklame film/slide; dan 
j. Reklame peragaan; 

(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak R k ame adalah -: 
a. penyelenggaran Reklame melalui n ernet, televisi, · radio, warta harian, warta mingguan, 

warta bulanan, dan sejenisnys; . . 
b. label/merek produk yang melekat p a barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk 

membedakan dari produk sejenis I I nya; · 
c. nama pengenal usaha atau protesl ang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha . 

atau profesi diselenggarakan ses I dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal 
usaha atau profesi tersebut; · . 

d. Reklame yang diselenggarakan ole Pemerintah atau -Pemerintah Daerah; 
(5) Subjek Pajak Reklame adalah orang p i  adi atau Badan yang menggunakan Reklame. 
(6) Wajib Pajak Reklame adalah orang pri di atau Sadan yang menyelenggarakan Reklame. 
(7) Dalam hal Reklame diselenggarakan e diri secara langsung oleh orang Pribadi atau Badan, 

Wajib Pajak Reklame adalah orang pri di atau Sadan tersebut, 
(8) Dalam hal Reklame diselenggarakan lalui pihak ketiga, pibak ketiga tersebut menjadi Wajib...sa..., 

Pajak Reklame. · 

• 

I 
• 

I 

I 

I ' .  

I ' . 

I 

I 

I 

I 

I ··• • 
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Ba an Kedua . . 
Dasar Pengenaan dan Tar f ajak Serta Wilayah Pemungutan 

MENGETAHUI / MENGESAHKAN 
8 VI I SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA 

RANGAN JALAN TANGGAL: or1w��,s�,,_ 
JABATAN · KEPALABAGIAN HUKUM DAN 

Ba . n Kesatu b r :·;1�1NC','\NG. �ND�NGAN 

Nama, Objek, bjek dan Wajib Pa ak � c:::::;:: 

;EES. 1[:Tr ' . � � :  �  '  , . :, ,  -,  
------- . -- " - - '  .. - --· 

a al 11  ��!P • •
0 ·

' _ ; . .  ·  •  
-·· - - · · ·  __ _.. 

9 

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jal adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.�.- 

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan d p ngut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. 
(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah p ggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri 

maupun yang diperoleh dari sumber lain. 
(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebag i ana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh 

pembangkit listrik. · . .. . 
(4) Dikecualikan dari objek Pajak Peneranga alan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. penggunaan tenaga listrik oleh instan i Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 
b. penggunaan tenaga listrik pada tern t-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, 

dan perwakilan asing dengan asas ti al balik; 
c. penggunaan tenaga listrik yang dih s lkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak 

memerlukan izin dari instansi teknis t r ait; 
(5) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah o ang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan 

tenaga Ustrik. · 
(6) Wajib·Pajak Perrerangan Jalan adalah or g pribadi atau Badan menggur,akan tenaga listrik. 
(7) Dalam-hal tenaga listrik disediakan ole umber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah 

penyeclia tenaga listrik. . 

(1) Dasar pengenaan 'Fajak Reklame adalah ii i Sewa Reklame disingkat NSR. 
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan ole pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdas r an nilai kontrak Reklame. (3) Dalam hal Reklame disele.nggarakan se iri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) dihitung dengan memper ikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi . 
penempatan, waktu, jangka waktu penyel n gara, jumlah dan ukuran media Reklame. 

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaim a dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau 
dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Rekl e ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor 
sebaga1mana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame s bagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
sebagai berikut : NSR = Nilai Strategis !kasi kali Ukuran I Satuan Media Reklame kali Jangk� Waktu 1<ali Harga Satuan Reklam . (6) Hasil perhitunqan Nilai Sewa Reklame s bagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
dengari Peraturan Kepala Daerah. 

(7) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 5 Yo (dua puluh lima persen). (8) Beseran pokok Pajak Reklame yang t rutang dihitung dengan cara mengalikan tarif seba�i�ana · dimaksud pada ayat (7) dengan dasar pengenbaan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) Pasal ini. (9) Pajak ·Reklame yang terutang di pun t di wilayah daerah tempat Reklame tersebut disele·ngg arakan. 

I 

I 

I 
• 

I i  
!  

I  

i  

1 ;  

I i  

I
i  

'  

I  

1 :  

1 :  

I  

1 :  

I 

I 

I i 

I ' 

I 



I ' 

I 

I 

I 

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana di ksud pada ayat (1)  ditetapkan : 
a. dalem hal tenaga listrik berasal dari umber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga 

Listrik adalah jumlah tagihan bia beban/tetap ditambah dengan biaya · pemal<aian · · 
kwhlvariabel yang ditagihkan dalam ening listrik. 

b. delam hal tenaga llstrik dihasilkan e din Nilal Jual Tenaga Ustrik dlhltung berdasarkan 
kspasltas tersedla, tingkat penggun n listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga 
satuan listriK yang berlaku di wilayah aerah. 

(3) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapka ebesar 10% (sepuluh persen). 
(4) Pengg'unaan tenaga listrik dari sumber I i oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas 

alam, tarif pajak penerangan jalan diteta an sebesar 3% (tiga persen). 
(5) Penggunaan Tenaga Listrik yang dihas I an sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 

sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 
(6) Besaran Pokok Pajak Penerangan Jala ang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 a at (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54. 

(7) Pajak- Penerangan Jalan yang terutang i ungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga 
listrik .. 

ian Ketiga 
. a a n  H a s i l  Pajak 
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MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
SALINAN FOTO COPY TELAH OIPERIKSA KEBENARANNYA 

D���l 5)E�ASUNYA 
TANGGAL • Lt}. � �� 
JABATAN KEPI.L� BAGIAN HUKUM DAN 

DEPUr:);..NG. UNDANGAN 

<:Lt 

ogam dan · Batuan dipungut Pajak atas setiap 
atuan. 
atuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan 

-· .. -- •.. ···-- _ 

(1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan 
pengambilan Mineral Bukan Logam dan 

(2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam da 
Logam dan Batuan yang meUputi : 
a. asbes; 
b. batu tulis; 
c. batu setengah permata; 
d, batu kapur; 
e. batu apung;. 
f. batu permata: 
g. bentonit; 
h. dolomit; 
i. feldspar; · 
j. garam batu (halite); 
k. grafit; 
I. granit/andesit; 
m gips; 
n. kalsit; 
o. kaolin; 
p. leusit; 
q. · magnesit;_�-e- � 

AB VIII 
PAJAK M I N E RA L  B  N  LOGAM DAN BATUAN 

B 'an Kesatu 

N a m a ,  Objek ubjek d a n  Wajib Pajak 

Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan s bagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan 
jalan. 

I 

I 

I 

I 
ii 

\  

I i  

·ii I 

• it 
Iii 

I 

. 1  

I  

I  

I  

I  



r. mika; 

[ r-.il�NGETAHU! ! MENGE.:SAHKAN 
SALINAN FOTO COPY TEI.Ari D!Pi:KIK'.,,o\ i<f:3:cNAPJ..i, \J, .n 

Dm$E�I ClEN<iAtl 
1,SUNjo I� 

I YANGGAL W Ull,� 
JABATAN KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 

\ PERUNDANG - UNDANGA:i 

OJ: J GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC 
NIP 195902111gB603200� 

.________ ·----- 

B ian Kedua 

Dasar Pengenaan dan T ri Pajak Serta Wilayah Pemungutan 

s. marmer; 
t. nitrat; 
u. opsidien; 
v. oker; 
w. pasir dan kerikil; 
x. pasir kuarsa; 
y. perlit 
z. phospat; 
aa. talk; 
bb. tanah serap (fullers earth); 
cc. tsnah diatome; 
dd. tanah liat; 
ee. tawas (alum); 
ff. tras; 
gg. Y.arosif; 
hh. zeplit; 
ii. basal; 
jj. traktit; dan 
kk. mineral bukan logam dan batuan I ,1 nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(3) Dikecualikan oleh objek Pajak Mineral Bu an Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) adalah : 
a. kegiatan pengambilan Mineral B an Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak 

dimanfaatkan secara komersial, s erti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan 
rumah tangga, pemancangan tiang I s  rik/telepon, penanaman pipa air/gas; 

b. Kegiatan Pengambilan Mineral Bu n Log am dan Batuan yang merupakan ikutan · dari · 
kegiatan pertambangan lainnya yan idak dimanfaatkan secara komersial. 

(4) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam da Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
mengambil Mineral Bukan Logam dan 

(5) Wajib Pajak Mineral Bilkan Logam Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang 
mengambil Mineral Bukan Logam dan a uan. 

I 
I 

• 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral B dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil 
Pengambilan Mineral Bukan Logam da 

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase 
hasil pengambilan dengan nilai pasar t u harga standar maslng-rnaslnq jenis Mineral Bukan . 

I Logam dan Batuan. 
1 

Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pa ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi 
setempat di wilayah Daerah yang ditet p an oleh Bupati. 

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil prod si Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana 
dimaksud p�a ayat (3) sulit diperoleh, igunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi 
ang berwenang dalam bidang pertam a gan Mineral Bukan Logarn dan Batuan. 
arif Pajak Mineral .Buka� Logam dan uan ditetapkan sebesar 20% {du� �uluh persen). 
esaran Pokok PaJak Mineral Bukan o am dan Batuan yang terutang d1h1tung dengan cara 

mengalikan tarif pajak sebagaimana di ksud pada ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sal ini. 

(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan B a u  n  yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat 
pengambilan Mineral Bukan Logam da atuan.ss.; - I 

ii ;  

I  

I  

I  

I  

I  

!  
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C:ESJE ;-OMS()V.' �1. !3f-i HSC 
·----# .. _ __... ·-··--- ,,. _ 

\:t: '. · · : c - : , � - ·  <,('3�::J'\ 

Bagi n Kesatu 
Nama, Objek, .,s b ek dan Wajib Paj k 

Bagia esatu 
Nama, objek, Su j k dan Wajib Pajak . - 

. . . 

(1)  Dengan nama Pc:ljak Air Tanah dipunglit jak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah. 

(2) Objek Pajak Air Taneh adalah pengambilan d n/atau pemanfaatan Air Tanah. 
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah a a ah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah 

untuk- keperluan dasar rumah tangga, ngairan pertanian dan perikanan rakyat, serta · 
peribadatan. 

(4) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang ri adi atau Sadan yang melakukan pengambilan 
dan/atau pemanfaatan Air tanah.� _ 

Bagi Kedua 
Dasar Pengenaan dan Ta f serta Wilayah Pemungutan, 

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah ju ah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 
kepada penyelenggara tempat parkir. 

(2) Jumlah yang seharusnya harus dibayar bagaimana dimaksud pada ayat (1)  termasuk 
potongan harga parkir Cuma-Cuma yang di rikan kepada penerima jasa Parkir. 

(3) Tarif Pajakparkir'ditetapkan sebesar 20% d a puluh persen). 
(4) Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang i itung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

drnaksudpada ayat (3) dengan dasar pen e aan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
Pasal ini. .. · 

(5) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wila a daerah tempat parkir berlokasL__ · . .  -· · · · 

MENGETAHUI .' \iif\i:ESAdKAN l 
B IX SALINAN FOTOCOPYTELAH DIC:r;RII\S/, KEBEN,:RA.NNYA 

PAJAK IR TANAH TANGGAL· w=-�ll�c:z_ 
JABATAN KEPALABAC,iAN HU�'.i...M DAN 

PERUNDANG UNC'.I\J\G\t, , 

(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut paja tas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar 
badan jalan. 

(2) Objel< Pajak Parkir adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usah aupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan ken a aan bermotor. 

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana di aksud pada ayat (1)  adalah :  
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pe rintah dan Pemerintah Daerah; 
b. Penyelenggaraan tempat parkir ole perkantoran yang hanya digunakan untuk 

karyawannya sendiri; 
c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh e utaan, konsulat dan perwakilan negara asing 

dengan asas timbal balik. 
(4) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribad tau Badan yang melakukan parkir kendaraan 

bermotor. 
(5) Wajib. Pajak Parkir adalah orang pribadi ata adan yang menyelenggarakan tempat parkir.. 

I 

I 

. 1  

I 

I 

I 

r 1  
I  
I 

I 
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PAJAK SA 

r-���--·������-- 

MENGETAHUJ / MENGESAHKAN 
SALINAN FOTO COPY TEL.AH DIPERIKSA KEBr 'S:I\RANNYA 

Al ET o�,: SESVAl,DENGANASL1NYA. 
fANGGAL: lti �· o1-t> f [}... 

,!ASA.TAN : KEPAI.ABAGIAN HUKUM UN 
Ba i n Kesatu PERUNDANG-uNoAw,,,:: 

Nama, Objek, bjek dan Waji Pajak---...,���-� 
-· .�rf �·j��·�= .... ' W I , , , - • • ) '  .... , · •  �. : r  :;• ·••t • 

(1) Dengan nama Pajak Sarang Surung W I t dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau 
pengusahaan S.arang Burung Walet. 

(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adala engambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung 
Wal et. · 

(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaiman imaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang 
Burung Walet yang telah dikenakan Pen r maan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

(4) Subjek Pajak Sarang Burung Walet alah orang pribadi atau Sadan yang melakukan 
pengambilan dan/atau mengusahakan a ang Burung Walet. 

(5) Wajib Pajak Sarang Burung Walet cf lah orang pribadi atau Sadan yang melakukan 
pengambilan dan/atau menqusahakan a ang Burung Walet. 

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung alet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.si..,,_ 

Bag a Kedua 
Casar Pengenaan �an Tarif P jak Serta Wilayah Pemungutan 

B ·an Kedua 
Dasar Pengenaan dan Ja tf Pajak Serta Wilayah Pemungutan 

( 1 )  Dasar pengenaan Pajak Air Tan ah adalah ilai Perolehan Air Tan ah. 
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana d maksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah 

yang dihitung dengan merpertimbangkan bagian atau seluruh faktor-faktor berikut: 
a. jenis sumber air; 
b. lokasi sumber air; · 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanf a an air; 
d. volume air yang diambil dan/atau dim n aatkan; 
e. kualitas air; dan 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang dr ibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air. 
(3) Besamye. Nilai Perolehan Air Tanah seb g imana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan dengan 

Peraturan Supati. 
(4) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 2 % (dua puluh persen). 
(5) Sesaran Pokok Pajak Air Tanah yan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) de an dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  Pasal ini. 

(6) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut d1 ilayah daerah tempat air diambil. 

(5) Wajib Pajak Ak Tanah adalah orang · adi atau Sadan yang melakukan pengambilan 
dan/atau pemanfaatan Air tanah. I '  

'  !  
i  

1 .  

I :  

I  

I  

I  

I  

I  

I  
I  

1 1  

I :  

I  

I  

I  

I  

I  

I  

I: 

I 

I 

I. 
i 

d 



Masa Pajak adalah jangka waktu yang lama a 1 (satu) bulan takwim 
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(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongka . 
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar P j k yang terutang berdasarkan surat ketetapan paj�� . 

atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak . 
(3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarka enetapan Bupati adalah : 

a. Pajak Air Tanati; dan 
b. Pajak Reklame. 

(4) Jenis Pajak yang dibayarkan sendiri ol h Wajib Pajak adala 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoraa; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Penerangan Jalan; . 
e. Pajak Min,eral Bukan Logam dsn B t an; 
f. Pajak Parkir; dan 
g. Pajak Sarang Burung Walet. 

(5) Wajib Pajak yang memenuhi ke 1iban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) i ayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain 
yang dipersama,kan. 

(6) Dokumen lak1 yang dipersamakan s gaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan 
nota perhitung.an ·�· - 

B XII 

MASA PAJAK D PEMUNGUTAN PAJAK 

(1)  Pajak yang terutang dalam masa paja erjadi pada saat pelayanan di hotel, pelayanan di 
restoran, penyelenggaraan hiburan, pe gunaan tenaga listrik, pengambilan mineral bukan 
logam dan batuan, penyelenggaraan te pat parkir, dan pengambilan dan/atau pengusahaan 
sarang burung walet. 

(2) Terhadap pajak reklame dan pajak air t ah, pajak yang terutang terjadi saat penetapan pajak 
oleh Bupati. 

(2) Nilai Jual Sarang Burling Walet sebagai na dimaksud pada ayat (1}  dihitung berdasarkan 
perkalian antara harga pasaran umum rang Burung Walet yang berlaku didaerah yang 
bersangkutan dengan volume Sarang Bur g Walet. . . 

(3) Harga pasaran umum sebagaimana dima ud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 
(4) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapk sebesar 10% (sepuluh persen). 
(5) Besaran pokok Pajak Sararig Burung W I t yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. 

(6) Pajak Sarang Burung . Walet yang terut n dipungur di wilayah daerah tempat pengambilan 
dan/atau pengusahaan Sarang Burung a et. 
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(7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiba erpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan 
SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 
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(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) fahun se u ah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat 
menerbitkan : 
a. SKPDKB dalam hal : 

1 .  jika berdasarkan hasil pemeriks n atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak 
atau kurang dibayar; 

2. jika SPTPD tidak disampaikan k p da Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu d�r . 
setelah ditegur secara tertulis idak disampaikan pada waktunya sebagaimana 

. ditentukan dalam surat teguran; 
3. jika kewajiban mengisi SPTPD ti ak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara 

jabatan. 
b. SKPDKBT jika ditemukan data bar an/atau data yang semula belam terungkap yang 

menyebabkan penambahan jumlah a ak yang terutang. 
c. SKPDN jika Jumlah pajak yang teru a g sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 

pajak tidak terutang dan tldak ada k e it pajak. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang d lam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf a angka 1 )  dan angka 2) dikenak n sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen} sebulan dihitung dari pajak ya kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutan alam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dikenakan sanksi administratf erupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada yat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan 
sendiri sebelum dilakukan tindakan pem iksaan. · 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam S P KB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 
angka 3) dikenakan sanksi administratif b rupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
dari pokok pajak ditambah sanksi admi i ratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau te a bat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat e tangnya pajak. 
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t k ekurangan pembayaran sebagai· akt  �  fulis , 

gian Ketiga 
Sur t Tagihan Pajak 

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan ST 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak at 
b. dari hasil penelitian SPTPD terda 

dan/atau salah hitung; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi adm n stratif berupa bunga dan/atau d e n d a ; � - -  

(1) Tata cara penerbitan SKPD  atau dok en lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB,  dan 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud d I m Pasal 24 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan 
Peraturan Kepala Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata a a pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen 
lain yang dipersamakan,  SPTPD, SK KB, SKPDKBT sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan raturan Kepala Daerah . 
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(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang a am STPD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a dan huruf b ditambah dengan s n si administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) setiap bulan untuk palrng lama 15  Ii a belas) bulan selaksaat terutangnya pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar s lah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (d a persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 
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Bagi n Keempat 
:, Tata Cara Pemb aran dan Penagihan 

(1)  Kepala Daerah menentukan tanggal jat h tempo pembayarah dan penyetoran pajak yang 
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari k r a setelah saat terutangnya pajak. 

(2) .SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, . STPD, S rat Keputusan Pernbetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putosen Banding, yan menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah merupakan dasar penagihan jak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitk 

(3) Kepala Daerah atas peromohonan Wajib jak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan 
dapat memoerikan persetujuan kepad Wajib Pajak .untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bu a sebesar 2% (dua persen) sebulan. . ·  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata a a pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 
angsuran dan penundaan pembayaran p � k diatur dengari Peraturan Kepala Daerah. 
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an Kelima 
n dan Banding 

(1)  Pajak yang terutang berdasarkan SK , SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberat , dan Putusan Banding yang tidak atau kurang 
dibayar oleh Wajib Pajak pad a waktunya d pat ditagih ·dengan Surat Paksa 

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paks dilaksanakan b��l(aA.-oe����1aAG1------, 
undangan. MENGETAHUI I MENGESA . N 

SALINAN FOTO COPY TELAH OIPERIKSA KEBENAP.ANNYA 
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( 1)  Wajib Pajak dapat mengajukan kebera. a hanya kepada aeran atao-P.ejabat ............. �- 
ditunjuk atas suatu : 
a SPPT; 
b. SKPD; 
c. SKPDKB; 
d. SKPDKBT; 
e. SKPDLB; 
f. SKPDN; dan . 
g. Pemotongan atau pemungutan I h pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan d rah. . 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis da a bahasa- Indonesia dengan disertai alasan-alasan 

yang jelas. · 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangk waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, . 

tanggal pemotongan atau pemunguta sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), kecuali jika 
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahw angka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
di luar kekuasaannya. c::.1.�, � · 
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(1) Jika pengajuan keberatan atau perm onan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
kelebjhan pembayaran pajak dikemba i an dengan ditambah irnbalan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan untuk paling lama 24 d a puluh empat) bulan. . . . . . . . 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaks d pada ayat (1) dihiti.mg sejak bulan pelunasan sampai 
· dengan diterbitkannya SKPDLB. . · 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditol atau dikabulkan·sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
adminlstratif berupa denda sebesar O Yo (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
keputusan keberatan dikurangl de n pajak · yang telah dibayar sebelum mengajukan 
keberatan . 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan rmohonan banding, sanksi administratif berupa denda 
sebesar 50% (lima puluh persen) seb aimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam hal permohonan banding ditol ·atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 1 0% (seratus persen) darl jumlah pajak berdasarkan 
Putusan Banding. dikurangi deng n pembayaran pajak yang . telah dibayar sebelum . 
mengajukan keberatan. · 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Waji ajak telah membayar paling sedikit sejum1ah yang 
telah disetujui Wajib Pajak. . 

(5) Kebe�atan yang· tid�k memenuhi Rersy r tan sebagaimana dimaksu.d pada ayat (1.), aya� (2)., . .  
ayat (3) dan ayat (4) tldak dianggap seb ai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Tanda penerimaan surat keberatan ya diberikan oleh · Kepala Daerah atau pejabat yang . 
ditunjuk atau tanda pengiriman surat ke ratan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti 
penerimaan sur�t:�eberatan. 

,: 

glan Keenam 
Pembetulan, Pemba Ian, Pengurangan Ketetapan, dan 
Pengahapusan ata engurangan Sa�ksi Administratif 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan per honan banding· hanya kepada Pengadilan Pajak 
terhadap keputusan mengenai keberat nya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(2) Permohonan banding· sebagaimana d · aksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam 
Bahasa Indonesia, dengan alasan · g jelas dala� jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
keputusan diterlma, dllamplrl sall'nan d · surat keputusan kebsratan tersebut. 

. (3) Pengajuan permohonan banding men n guhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan u usan Banding . .  ·  ·  

(1) Kepala Daerah dslam jangka waktu p ling lama 12 (dua belas ) bulan, sejak tanggal surat 
keberatan diterima, harus memberi kep t san atas keberatan yang diajukan. 

. (2) Keputusan· Kepala Daerah atas kebera a dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak atau menambah besamya paj k yang terutang. · . 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana di ksud pada ayat ( 1 )  ·telah lewat dan Kepala Daerah 
tidak memberi suatu keputusan, kebera · yang dlajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
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Pasal 34 

. . 

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau 
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDK 
penerbitannya terdapat kesalahan 
penerapan ketentuan tertentu dalam 

arena jabatanny�Kep.al.�. Dae.rah _d aP-�t. m�mb_etulkan 
atau STPD, $KPfil�Niat�tS�POl4BNvangi. ;daJam liS dan/ataU k�S�f'aftffii'Oij"111TE ��n·: ! raturan perunda�g-��an r 11aKan e I 
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B  XIII 
PENGEMBALIAN K EBIHAN PEM.BAYARAN 

(2) Kepala Daerah dapat : 
a. Mengurangkan atau menghapuskan s nksi administratif 'berupa bunga, denda, dan 

kenaikan pajak yang terutang menurut raturan perundang-undangan. perpalakan daerah, · 
dalam hal sanksi tersebut dikenakan rena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 

. kesalahannya; : 
b. Mengurangkan atau membatalkan P T, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, 

SKPDN atau SKPDLB yang tidak bena ; . 
c. Mengurangkan atau membatalkan ST D, . 
d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau tetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan 

tidak sesuai dengan tata cara .yang dit n ukan; dan . 
e. Mengurangkan ketetapan pajak t r tang berdasarkan pertimbangan kemampuan 

membayar Wajib Pajak atau kondis_i te ntu objek pajak. · · 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ngurangan atau penqhapusan sanksi administratif · 

dan pengurangan atau pembetalan kete a an pajak sebaqalmsna dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 
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(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau etribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian e ada Kepala Daerah, 

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu p i g lama 12 (dua. belas) bulan, sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan p bayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), harus memberikan keputusan. · 

,. (3) Kepala Daerah dalam jangka waktu p ling lama 6 (enam) bulan, sejak .diterimanya . 
permohonan pengembalian kelebihan bayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), herusmemberikan keputusan. 

(4) Apabila keputusan jangka waktu sebag i ana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah 
dilampaui dan Kepala Daerah tidak mem rikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran Pajak atau Retribusi dian g p dikabulkan dan SKPOLB atau SKRDLB hanis · 
diterbitkan dalam jangka waktu paling la 1 (satu) bulan. 

(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi empunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, 
kel_ebihan pembayaran Pajak · atau R t_r busi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau 
Retribusi sebagaimana dimaksud pad · yat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang Pajak atau utang R ribusi tersebut. . 

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran P � k atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling I ma 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau 
SKRDLB. . 

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayar n Pajak atauRetribusl dilakukan setelah lewat 2 {dua) 
bulan, Kepala Daerah memberkan im a an bunga sebesar 2% (dua persen) sebulen 'atas · 
keterlambatan pembayaran kelebihan p bayaran Pajak .atau Retribusi. 

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pem yaran Pajak atau · '.sebagaiman� .. d.lm���-�d. · 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan K ala Daerah. MEi�Gf:'r:,-;H:_I , MENGES.i\HD�r,:-J 

SALINAN rCf!J t: .:, 1 1  ,  L,_., i ·, ·cr:plKSA vt· c.,,N • • · '''JY' 
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PERUNDAAG · uNDANGAN 
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.. SEESJE TOMBOKAN, SH. MSC. 

NIP. 19590?131 
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak njadi kedaluwarsa1��rnn�mattt-w1����-.J 

tahun terhitung sejak saat terutangnya ajak, kecuali · apabila Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah. 

. 1-8 . 



usan Piutang Pajak kabupaten yang sudah 
yat (1} 
ng sudah · kedaluwarsa dlatur dengan Peraturan 

I gi karena hak untuk melakukan penagihan sudah 

B XV 

PEMBUKUAN AN PEMERlKSAAN 

( 1 )  Wajib Pajak yang melakukan usaha den a omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus 
juta rupiah) per tahun wajib menyelengga an pembukuan .atau pencatatan. · 

(2) l:(riteria Wajib Pajak dan penentuan besa a omzet serta tata cara pembukuan .atau pencatatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia ur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

(1) Piutang Pajak yahg tidak mungkin ditagi 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Pengh 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pad 

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak 
Kepala Daerah. 

(2) Kedalurwasa penagihan Pajak sebagaiman imaksud pada ayat (1) tertanqquh apabila: 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Sur t Paksa; atau · 
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Jak, baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan rat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung s j k tanggal penyampaien Surat Paksa tersebut. 

(4) Pengakuan Utang Pajak· se6ara langsung e agaimana djmaksud pada ayat (2) hUr-uf b adalah · 
Wajib. Pajak dengan kesadarannya meny t kan masih mempunyai utang Pajak . dan belum 
meluriasinya kepada Pemerintah Daerah. · · · · · · · · 

(5) Pengkuan utang secara tidak langsung e aimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan perrnohonan angsuran atau . penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 
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pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran 

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungut 
kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana di a sud 
Pendapatan dan Belanja Daerah. �. 

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan p meriksaan lintuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dalarn ra ka meleksanakan peraturan penndanq-undanqan · 
perpajakan daerah. . 

(2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang di 
a. Memperlihatkan dan/atau meminja an buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya dan dokumen lain yang b r ubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi 
yang terutang; . . 

b. · Memberikan kesempatan untuk me suki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan 
memberikan bantuan guna kelancar n pemeriksaan; dan/atau 

c. Memberikan keterangan yang diperl k n. · 
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I :  

I ;  (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan i sentif .sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) 
ailaksanakan sesuai dengan ketent�an peru . ang-undangan yang berlaku. 

XVII 

KHU SUS 

L 
· - i:: � -  . .  �OMB'"<AN . � • • ••• ·��,\, '·. _:_ t -.';;1�860��0�:c . . . .  

(1)  Pejabat Pegawai · Negeri Sipil tertentu d ingkungan 'Penierintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai. penyidik untuk melakuk penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Un ng-undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ay t (1)  adalah pejabat pegawai negeri· sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang dia gkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

(3) Wewenang Penylolksebaqaimena dlmaks pada ayat (1)  adalah: 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan d n meneliti keterangan . atau laporan berkenaan . 

dengan tindak pidana dibidang perpaj · an Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas;  

b. Mene1iti, mencari dan mengumpulka keterangan rnenqenal orang pribadi atau Sadan 
tentang kebenaran perouatan yan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti ari orang pribadi atau Sadan sehubungan dengan . 
tindak pidana di bidang perpajakan D e a h ; � . �  

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan ke da pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau · 
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Paja dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk 
menjalankan ketentuan peraturan perundan undangan perpaiakan daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada y t (1)  berlaku jug a terhadap tenaga · ahli yang 
ditunjuk oleh Kepala Daersh untuk me bantu dalam pelaksanaan ketentua . peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. . 

· (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana i aksud pada ayat (1)  dan ayat (2) adalah : 
a. Pejabat dan tenaga ahli yang berfln k sebagai saksi .atau saksi ahli dalam sidang 

· pengadilan; dan ·. . 
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang it tapkan oleh Kepala Darah untuk memberikan 

keterangan kepada pejabat lembaga gara atau · instansi Pemerintah yang berwenang 
melakukan pemeriksaan dalam bidang uangan daerah. · · . 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daer berwenang mernberi izin tertulis kepada pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  da t naga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
agar memberikan keterangan, memperlih an bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak . 
kepada pihak yang ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan. di pen a ilan dalam perkara pidana atau perdata, atas 
permintaan hakim sesuai dengan Hukum cara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala 
Darah dapat memoeri izin tertulis kepada p jabat sebaqarnena dimaksud pada ayat (1)  dan 
tenaga ahli sebagaimana dimaksud .pada y t (2) untuk niemberikan dan mernperlhatkan bukti 
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang a padanya. · 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksu ada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka 
atau nama tergugat, keterangan yang dimi • .  se.rta kaitan nerkata:oidq11a -: 
Yang bersangkutan dengan keterangan ya diminta NuET /\H'Uf · · u G F f�AN SALINAN FOTO COPY TEl.far' ;.,,PERIKS" KF:'i:N!\1: �N:JYA 

_TAN�GAL DfaSE��,�\i,,�(/J- 
. JABATAN KEPALF · · · .r . ; r , 1  :·.,. ' ,  P[=RUt;.. . 
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erangan yang tidak . benar sehingga merugikan · 
pidana kurung.an paling lama 1 (satu) tahun atau 
lah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
enyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak 
· keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun · atau · 

ali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

(1) Pejabat atau ·tenpga ahli yang ditunj Kepala Daerah yang karena. kealpaannya tidak 
memenuhi kewajiban merahasiakan hal s bagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat ( 1 )  dan 
ayat (2) dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 · (satu) tahun dan pidana denda paling . 

. :  banyak Rp. 4.000.000,- (empatjuta rupi 
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk pala Daerah _yang dengan sengaja tidak memenuhi 

kewajibannya atau seseorang yang nyebabkari tldak dipenuhinya kewajiban pejabat 
sebagaimana dimaksud 'dalam Pasal 4 ayat ( 1 )  dan ayat {2) dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan idana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah). . 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana se a aimana dlmaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat (2) hanya 
dilakukari atas pengaduan orang yang ahasiaannya di!anggar.�.,.. 

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 1 ak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) 
tahun sejak saat terutangnya pajak atau ber hirnya Masa .Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun 
Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang b r angkutan. 

d. Memeriksa buku, catatan dan dokume lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
. . 

· perpajakan Daerah ; . 
e. Melakukan penggeledahan untuk men a atkan bahan bukti pernbukuan, pencatatan dan · 

dokumen lain; serta melakukan penyita n terhadap bahan bukti tersebut; 
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalamra g a pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

bidang perpajakan Daerah; · 
g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang e eorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 

saat pemeriksaan sedang berlangsun an merneriksa ·identitas orang, benda, dan/atau 
dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan de an tindak pldana perpajakan Daerah ; 
i. Memanggil orang untuk didengar ket r ngannya dan dlperlksa sebagai tersangka atau 

ssksi; . . .  ·  . .  
j. Menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu u k kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 

perpajakan Daerah sesuai dengan:ket tuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada aya1_. 1 )  rnemberitahukannya dimulainya penyidikan dan 

memyampaikan hasil penyidikannya kep a Penuntut Umum melalui penyidik p.ejabat Polisi . 
Negara Republik Indonesia, sesuai den n ketentuan Yi am..-UmlaAg,-.u,-l-'-ICl�-- 
Hukum Acara Pidana. . MENGETAHUi / Mf)�C1L�"::\t]i\A.N 

SAUNAN FOTO CUf-'f TEL"'• OIPEk1KS� i<E:BE•,/.RANNYA 

. MNGGt.t 0&;r���s:.!.bt.?- 

atau tidak lengkap atau melampirkan 
keuangan Daerah dapat dipidana denga 
pidana denda paling banyak 2 ( dua) kali j 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak 
benar atau tidak lengkap atau melampirk 
keuangan Daerah dapat dipidana deng 
pidana denda paling banyak 4 (empat) 
dibayar. · 

. ! ") 6(· '2(11)5 

(1) Wajib Pajak ya_ng karena kealpaannya ti a menyampaikarrSPTPfl"atau mengistiidak��-- 
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(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud p da ayat (-1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya 
adalah menyangkut kepentingan pnoadl s eorang atau Badan selaku Wajib Pajak , karena itu 
dijadikan tindak pidana pengaduan. · 

Denda sebagaimana dimaksud daiam Pasa 3 ayat (1)  dan ayat (2) merupakan peneri�a�� . 
negara. 

I .  

I  l  APeraturat� Daerah indi berlasu pada tahn�gal di , gar se tap orang . apat mengeta umya, merintahkan pemgundangan Peraturan Daerah ini 
:j dengan penempatannya dalam Lembaran D e ah Kabupaten Minahasa..sk. _ 

J 1  
I  (.  �Oil . 

I 
1 :  

j  I  �  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berl k semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
Pajak Daerah dinyatakan tidak be_rlaku. 

l l  

I: LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINA SA TAHUN 2011 NOMOR / 

IJ 

Ii  
,  

'  

22 



I 
J 

i 

I _j 
I i 

1 

J 

I ·J 
I 1 

I 
I j 

'j 
�1 
:{ 

PERATURAN DAE KABUPATEN.MINAHASA 
NOMOR 1 TAHUN 2011 · 

I. PENJELASAN UMUM 

Bahwa dengan ditetapkanny Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana lah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 _ aka· Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat 
mengembangkan potensi-potensi Pe apatan Daerah _guna melaksanakan otonomi Daerah . 
·yang luas, nyata dan bertanggungjaw 

. .  . . . .  

MEN�ETAHUI / MENGESAHKAN ··-I 
SALINAN mrg COPY TELAH DIPERIKSA Kf:BF.NARM:NYA 
TA�GGAL• f!��N�(B--- 

j .,A:JATAN KEPALA BA GIAN HUKUM DAN 

PERUNDN•·--: .:LJNDANGl\N 

I · c.....t  

!  
'  

-  ·  Demikian halnya dengan dit t pkannya Undang-Undang Namer 28 Tahun 2009 - 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi erah sebaqat pengganti Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang perubahan atas ndang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah sebagai sala · atu epaya mewujudkan otonomi Daerah dari aspek 
pembiayaan Pemerintah dan Pem a gunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli 
Daerah, khususnya yang bersumber ri Pajak Daerah. 

Sehubungan dengan hal-hal te s but diatas, maka dengan berpedoman pada Undang­ 
Undang Nomor 28 Tahun 2009 k susnya rnenyanqkut Pajak Daerah perlu disesuaikan 
dan di tuangkan dalam Peraturan Da ah. 

Pasal 1 Cukup jelas 
, Pasal 2 Cukup jelas 
Pasal 3 Cukup jelas 
Pasal 4 Cukup ]elas 
Pasal 5 Cukup jelas 
Pasal 6 Cukup jelas 
Pasal 7 Cukup jelas 
Pasal 8 Cukup jelas 
Pasal 9 Cukup jelas 

_ Pasal 10 Cukup jelas 
Pasal 1 1  Cukup jelas 
Pasal 12 Cukup jelas 
Pasal 13 Cukup jelas 
Pasal 1 4 ,  Cukup jelas 
Pasal 15 Cukup jelas 
Pasal 16 Cukup jelas · 
Pasal 17 Cukup jelas - 
Pasal 18 Cukup jelas 
Pasal 19 ·  Cukup jelas 
Pasal 20 Cukup jelas 
Pasal 21 Cukup jelas 
Pasal 22 Cukup jelas 
Pasal 23 Cukup jelas.� _ 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASA 
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Pasal 24 Cukup jelas 
Pasal 25 Cukup jelas 
Pasal 26 Cukup jelas 
Pasal 27 Cukup jelas 
Pasal 28 Cukup jelas 
Pasal 29 Cukup jelas 
Pasal 30 Cukup jelas 
Pasal 31 Cukup jelas 
Pasal 32 Cukup jelas 
Pasal 33 Cukup jelas 
Pasal 34 Cukup jelas 
Pasal 35 . Cukup jelas 
Pasal 36 Cukup jelas 
Pasal 37 Cukup jelas 
Pasal 38 Cukup jelas 
Pasal 39 Cukup jelas 
Pasal 40 Cukup jelas 
Pasal 41 Cukup jelas 
Pasal 42 Cukup jelas 
Pasal 43 Cukup jelas 
Pasal 44 Cukup jelas 
Pasal 45 Cukup jelas 
Pasal 46 Cukup jelas 
Pasal 47 Cukup jelas 
Pasal 48 Cukup jelas.Q!... � 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KA PATE_N MINAHASA NOMOR I 
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